SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN

PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

: a. bahwa dalam upaya mewujudkan nilai Hamemayu

Hayuning Bawana dan menjamin terpenuhinya hak
asasi manusia, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta  berkewajiban  melindungi  segenap

Masyarakat dari segala bentuk penindasan;

. bahwa terjadinya Perdagangan Orang berakibat

Korban mengalami penderitaan dari aspek (fisik,
psikologis, ekonomi, dan sosial, sehingga memerlukan
pencegahan dan penanganan melalui kerja sama

lintas sektor;

. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap
Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sudah
tidak sesuai dengan dinamika perubahan peraturan
perundang-undangan serta kebutuhan pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sehingga

perlu dicabut dan diganti;
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Mengingat

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan

dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Provinsi Daerah Istimewa
Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo.
Nomor 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran  Negara  Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer,
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa
Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,
pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,
atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,
penggunaan  kekerasan, penculikan, penyekapan,
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran
atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut,
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baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan
orang tereksploitasi.

2. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikis,
mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang
diakibatkan Perdagangan Orang.

3. Pencegahan Perdagangan Orang adalah segala upaya
yang ditujukan untuk mencegah sedini mungkin
terjadinya Perdagangan Orang serta mencegah agar
Perdagangan Orang tidak terulang kembali.

4. Penanganan Korban Perdagangan Orang adalah tindakan
yang diberikan kepada Korban dalam rangka pemulihan
kesehatan dan psikososial, pemberian bantuan hukum,
Pemulangan dan reintegrasi guna pemenuhan hak
Korban Perdagangan Orang.

5. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara
Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan
pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
Republik Indonesia.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam
kandungan.

7. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang adalah dokumen operasional
sebagai pedoman Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang.

8. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT
adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan
pelayanan terpadu untuk Korban Perdagangan Orang.

9. Rehabilitasi Kesehatan adalah pemulihan Korban
Perdagangan Orang dari gangguan kesehatan yang
dideritanya baik fisik maupun psikis yang dilaksanakan
di Pusat Pelayanan Terpadu.

10. Rehabilitasi Sosial adalah  pemulihan Korban
Perdagangan Orang dari gangguan terhadap kondisi

mental sosial dan pengembalian keberfungsian sosial
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar
baik dalam keluarga maupun dalam Masyarakat.
Pemulangan adalah tindakan pengembalian Korban
Perdagangan Orang ke daerah asal atau negara asal
dengan tetap mengutamakan pelayanan perlindungan
dan pemenuhan kebutuhannya.

Reintegrasi Sosial adalah penyatuan kembali Korban
Perdagangan Orang kepada pihak keluarga atau
pengganti keluarga yang dapat memberikan
perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi Korban.
Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian kepada
Korban Perdagangan Orang yang dibebankan kepada
pelaku  berdasarkan  putusan  pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil
dan/atau immateriil yang diderita Korban atau ahli
warisnya.

Rumah Perlindungan Sosial adalah lembaga atau panti
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan awal
kepada Korban sebelum dirujuk ke lembaga atau panti
lain yang memberikan pelayanan lebih intensif.

Pusat Trauma adalah suatu lembaga atau panti yang
menjadi pusat peredaman (penurunan atau
penghilangan) kondisi traumatis yang dialami Korban
Perdagangan Orang.

Masyarakat adalah perorangan, kelompok, lembaga
swadaya Masyarakat, dan/atau badan usaha baik yang
berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang
selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota
dan perangkat daerah Kabupaten/Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi

Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten
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Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta.
20. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
21. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah sebagai
unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan berdasarkan asas:

a. pelindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi

manusia,;
b. kolaboratif;
c. partisipatif;
d. keamanan;
e. keadilan;
f.  inklusif;
g. non diskriminatif; dan
h. kepastian hukum.

Pasal 3
Pengaturan Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang bertujuan:
a. melindungi, menghormati, dan menegakkan hak asasi
manusia bagi Masyarakat di Daerah;
b. mencegah terjadinya Perdagangan Orang; dan
c. memulihkan kerugian yang dialami Korban Perdagangan
Orang baik pada aspek fisik, psikologis, ekonomi, dan

sosial melalui kerja sama lintas sektor.
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BAB II
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

(1) Pemerintah  Daerah  bertanggung jawab  dalam
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
meliputi:
a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program,

dan kegiatan; dan

b. menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

perlindungan Anak dan perempuan.

BAB III
PENCEGAHAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan
Perdagangan Orang.
(2) Pencegahan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. pemetaan kerentanan terjadinya Perdagangan
Orang;
b. edukasi kepada Masyarakat;
c. pemberdayaan Masyarakat;
d. pengendalian proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia;
e. pelindungan pekerja formal dan non formal di
dalam negeri;

f.  pengendalian proses pemagangan di luar negeri;
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g. pengendalian proses pertukaran pelajar dan
mahasiswa;

h. pengendalian proses pengangkatan Anak;

i. Pencegahan Perdagangan Orang pada kegiatan
prostitusi;

j- pencegahan perdagangan organ tubuh manusia;

k. pengelolaan industri pariwisata; dan

l. pengendalian pemanfaatan sistem elektronik.

(3) Pencegahan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan secara sinergi dengan gugus
tugas Perdagangan Orang Daerah dan/atau Gugus
Tugas Perdagangan Orang Kabupaten/Kota.

(4) Dalam melaksanakan Pencegahan Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:

a. instansi vertikal di Daerah;

b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

c. Pemerintah Kalurahan dan Kelurahan;
d. dunia usaha dan/atau dunia industri;
e. lembaga pendidikan;

f.  organisasi kemasyarakatan; dan/atau

g. lembaga swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Pemetaan Kerentanan Terjadinya Perdagangan Orang

Pasal 6
(1) Pemetaan kerentanan terjadinya Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a
memuat paling sedikit:
a. wilayah rentan Korban Perdagangan Orang;
b. wilayah asal Korban Perdagangan Orang;
c. tipologi Korban dan/atau pelaku Perdagangan
Orang; dan

d. motif Perdagangan Orang.
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(2) Hasil dari pemetaan kerentanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan
dan/atau menjadi bagian dari Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan

Orang.

Bagian Ketiga
Edukasi Kepada Masyarakat

Pasal 7
(1) Edukasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan
memberikan pemahaman tentang:
a. definisi Perdagangan Orang;
b. pelindungan tenaga kerja;

c. pertukaran pelajar atau mahasiswa;

d. praktik kerja lapangan atau magang yang
diselenggarakan oleh lembaga pendidikan;

e. industri kepariwisataan;

f.  pelindungan perempuan dan Anak;

g. pelindungan disabilitas;

h. pemanfaatan internet dan media sosial; dan

[
.

pelaksanaan ibadah haji dan umroh.
(2) Edukasi kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait

sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 8
(1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilaksanakan pada aspek:
a. pendidikan; dan

b. ekonomi.
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(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan di wilayah rentan timbul Korban
Perdagangan Orang.

(3) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan
untuk:

a. meningkatkan  kapabilitas Masyarakat untuk
mengakses pendidikan,;

b. mencegah terjadinya putus sekolah; dan/atau

c. meningkatkan kapabilitas Masyarakat untuk
mengakses pekerjaan yang layak.

(4) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan
paling sedikit melalui:

a. pemberian akses pembiayaan pendidikan kepada
Masyarakat kurang mampu; dan/atau

b. pemberian akses pendidikan khusus dan/atau
pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas.

(5) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek pendidikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

Pasal 9

(1) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
bertujuan untuk:

a. meningkatkan taraf hidup Masyarakat; dan
b. meningkatkan kemandirian Masyarakat.

(2) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek ekonomi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b
dilakukan melalui:

a. penyelenggaraan pelatihan keterampilan;
b. penyelenggaraan pelatihan literasi keuangan;

c. pembukaan lapangan kerja di Daerah;
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pemberian akses sumber daya untuk berwirausaha;
dan/atau
pemberian akses sumber daya untuk

mengembangkan usaha.

(3) Pemberdayaan Masyarakat pada aspek ekonomi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh

Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Bagian Kelima

Pengendalian Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Pasal 10

(1) Pengendalian proses penempatan Pekerja Migran

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf d dilaksanakan dengan:

a.

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja
bagi calon Pekerja Migran Indonesia;

menyediakan sistem informasi pasar kerja dan
menyosialisasikannya kepada Masyarakat;
memberikan informasi yang akurat kepada
Masyarakat tentang daftar perusahaan penempatan
Pekerja Migran Indonesia;

mengatur, membina, dan mengawasi lembaga
penempatan Pekerja Migran Indonesia;

melaporkan hasil evaluasi terhadap perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia secara
berjenjang dan periodik kepada Menteri yang
membidangi ketenagakerjaan;

memberikan pelindungan Pekerja Migran Indonesia
sebelum bekerja dan setelah bekerja;

menyediakan pos bantuan dan pelayanan di tempat
pemberangkatan dan pemulangan Pekerja Migran
Indonesia yang memenuhi syarat dan standar

kesehatan; dan
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h. menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon
Pekerja Migran Indonesia melalui pelatihan vokasi.

(2) Penyediaan sistem informasi pasar kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling sedikit:
a. jenis pekerjaan;

b. persyaratan yang dibutuhkan; dan
c. dokumen yang diprasyaratkan untuk bekerja di
luar negeri.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d dilaksanakan pada tahap:

a. perizinan pendirian kantor cabang perusahaan
penempatan Pekerja Migran Indonesia; dan

b. pelaksanaan penempatan Pekerja Migran Indonesia
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(4) Pengendalian proses penempatan Pekerja Migran
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

ketenagakerjaan.

Bagian Keenam
Pelindungan Pekerja Formal dan Non Formal

di Dalam Negeri

Pasal 11
(1) Pelindungan pekerja formal dan non formal di dalam
negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
huruf e dilakukan melalui:
a. sosialisasi mengenai:
1. hak pekerja; dan
2. Perdagangan Orang.
b. menyediakan informasi pasar kerja;
c. menyediakan informasi lembaga penyalur tenaga

kerja yang resmi; dan/atau

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



-13-

d. pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga
kerja.

(2) Pengawasan terhadap lembaga penempatan tenaga kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Pelindungan pekerja formal dan nonformal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah terkait.

Bagian Ketujuh

Pengendalian Proses Pemagangan di Luar Negeri

Pasal 12
Pemagangan di luar negeri dapat diselenggarakan oleh:
a. lembaga pelatihan kerja swasta;
b. perusahaan;
c. instansi pemerintah; dan/atau
d. lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh
Pemerintah dan/atau yang mendapatkan izin dari

Pemerintah.

Pasal 13
(1) Pengendalian pemagangan di luar negeri kepada
penyelenggara pemagangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 12 huruf a, huruf b, dan huruf c

dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

a. memberikan rekomendasi kepada lembaga
pelatihan kerja swasta dan perusahaan yang akan
mengajukan permohonan izin sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

b. meminta informasi mengenai hasil rekrut dan
seleksi calon peserta magang kepada penyelenggara
magang;

c. meminta laporan pelaksanaan pemagangan secara

berkala dan saat pemagangan selesai; dan
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d. melaksanakan pembinaan kepada penyelenggara
pemagangan pada aspek yang meliputi program,
sumber daya manusia, fasilitas, metode, dan sistem
penyelenggaraan pemagangan.

(2) Pengendalian pemagangan di luar negeri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang ketenagakerjaan.

Pasal 14
(1) Pengendalian pemagangan di luar negeri kepada
penyelenggara pemagangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan paling sedikit
dengan cara:

a. menyampaikan informasi kepada Masyarakat
mengenai institusi atau perusahaan yang bekerja
sama dengan  Pemerintah  Daerah  dalam
penyelenggaraan magang bagi pelajar atau
mahasiswa;

b. meminta laporan magang dari lembaga pendidikan;
dan

c. Dberkoordinasi dengan lembaga pengawas yang
berwenang dalam pengendalian proses magang
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di
Daerah.

(2) Pengendalian proses pemagangan di luar negeri
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pendidikan.

Bagian Kedelapan

Pengendalian Proses Pertukaran Pelajar dan Mahasiswa

Pasal 15
(1) Pengendalian proses pertukaran pelajar dan mahasiswa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g
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dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

a. Dbekerja sama dengan lembaga pendidikan di luar
Daerah dalam penyelenggaraan pertukaran pelajar;

b. menyampaikan informasi kepada Masyarakat
tentang lembaga pendidikan yang bekerja sama
dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
pertukaran pelajar; dan

c. melakukan pengawasan terhadap kerja sama dan
penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar oleh
lembaga pendidikan sesuai kewenangannya.

(2) Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a melaporkan rencana dan hasil
penyelenggaraan kegiatan pertukaran pelajar kepada
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

(3) Pengendalian proses pertukaran pelajar dan mahasiswa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

(4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan berkoordinasi
dengan lembaga pengawas yang berwenang dalam
pengendalian proses pertukaran mahasiswa yang

diselenggarakan oleh perguruan tinggi di Daerah.

Bagian Kesembilan

Pengendalian Proses Pengangkatan Anak

Pasal 16
(1) Pengendalian proses pengangkatan Anak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h dilaksanakan
paling sedikit dengan cara:
a. melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang prosedur

pengangkatan Anak;
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b. mengoptimalkan peran tim pertimbangan
pengangkatan Anak Daerah dalam memberikan
pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan
Anak; dan

c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pengangkatan Anak di Daerah.

(2) Pengendalian proses pengangkatan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial bekerja sama dengan Perangkat Daerah
terkait sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Pengendalian proses pengangkatan Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan

melibatkan organisasi profesi di bidang kebidanan.

Bagian Kesepuluh

Pencegahan Perdagangan Orang pada Kegiatan Prostitusi

Pasal 17

(1) Pencegahan Perdagangan Orang pada kegiatan
prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
hurufi dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

a. melakukan edukasi kepada Masyarakat mengenai
risiko prostitusi; dan/atau

b. melakukan pengawasan terhadap situs yang
berpotensi memuat pelayanan prostitusi.

(2) Pencegahan Perdagangan Orang pada kegiatan
prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
sosial dan perlindungan perempuan dan Anak.

(3) Pencegahan Perdagangan Orang pada kegiatan
prostitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

komunikasi dan informatika.
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Bagian Kesebelas

Pencegahan Perdagangan Organ Tubuh Manusia

Pasal 18
(1) Pencegahan perdagangan organ tubuh manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j

dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

a. melakukan edukasi kepada Masyarakat mengenai
transplantasi organ tubuh yang benar secara
hukum; dan

b. melakukan pengawasan terhadap mekanisme dan
prosedur tindakan medis yang melibatkan organ
tubuh manusia yang dilakukan oleh fasilitas
kesehatan di Daerah.

(2) Pencegahan perdagangan organ tubuh manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Belas

Pengelolaan Industri Pariwisata

Pasal 19
(1) Pengelolaan industri pariwisata sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf k dilaksanakan paling
sedikit dengan cara:

a. memberikan penyuluhan dan/atau bentuk
sosialisasi lainnya tentang Perdagangan Orang yang
dapat terjadi melalui aktivitas kepariwisataan
kepada pelaku industri pariwisata dan Masyarakat;

b. memberikan pelatihan kepada pekerja industri
pariwisata dan Masyarakat tentang deteksi dini dan
pelaporan apabila terjadi tindakan yang berpotensi

atau telah menimbulkan Perdagangan Orang;
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c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaku industri pariwisata dalam melakukan
kegiatan usahanya; dan

d. memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan terhadap pelaku industri
pariwisata yang dalam kegiatan usahanya terjadi
Perdagangan Orang.

(2) Pengelolaan industri pariwisata sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pariwisata.

Bagian Ketiga Belas

Pengendalian Pemanfaatan Sistem Elektronik

Pasal 20
(1) Pengendalian pemanfaatan sistem elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf 1

dilaksanakan paling sedikit dengan cara:

a. menyampaikan informasi akses situs terindikasi
Perdagangan Orang kepada Pemerintah Pusat;

b. melakukan penyebarluasan informasi kepada
Masyarakat mengenai modus Perdagangan Orang
melalui sistem elektronik; dan

c. mengelola aduan Masyarakat tentang potensi
terjadinya Perdagangan Orang.

(2) Pengendalian pemanfaatan sistem elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
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BAB IV
PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penanganan Korban

Perdagangan Orang melalui:

a. Rehabilitasi Kesehatan;

b. Rehabilitasi Sosial;

c. Pemulangan;

d. Reintegrasi Sosial; dan/atau
e. pemberian bantuan hukum

(2) Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didahului dengan asesmen
Korban.

(3) Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara
terkoordinasi dengan:

a. instansi vertikal di Daerah;
b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan/atau

c. pihak lain yang terkait.

Pasal 22

(1) Korban Perdagangan Orang ditangani oleh PPT
kabupaten/kota.

(2) Dalam hal penanganan oleh PPT kabupaten/kota
membutuhkan penanganan lanjutan, maka PPT
kabupaten/kota dapat merujuk ke PPT provinsi.

(3) PPT provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibentuk dengan mengoptimalkan unit pelaksana teknis
pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perlindungan perempuan dan

Anak.
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Pasal 23

Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilaksanakan di:

a.
b.

C.

(1)

(2)

(1)

Rumah Perlindungan Sosial,
rumah aman;
Pusat Trauma; dan/atau

lembaga/panti.

Bagian Kedua

Asesmen Korban

Pasal 24

Asesmen Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (2) berupa:

a. penggalian informasi dari Korban dan pihak lain
yang terkait;

b. penentuan jenis penanganan yang dibutuhkan
Korban; dan

c. rencana intervensi penanganan sesuai dengan
kebutuhan Korban.

Asesmen Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan prinsip:

kerahasiaan;
b. Dberbasis trauma dan/atau masalah;
c. peka terhadap Korban;
d. ramah Anak;
e. peka gender; dan
f.  sesuai dengan budaya.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi Kesehatan

Pasal 25
Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:

a. penerimaan rujukan Korban Perdagangan Orang;
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b. triase oleh tenaga kesehatan dan menentukan
layanan lanjutan kepada Korban Perdagangan
Orang setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan
fisik, dan pemeriksaan penunjang diagnostik;

c. pemeriksaan lengkap yang dilakukan setelah
kegawatdaruratan teratasi;

d. rujukan medis dan psikososial;

e. dokumentasi hasil temuan dalam rekam medis; dan
f. pembuatan visum et-repertum dan visum et-
psikiatrikum atas permintaan penyidik kepolisian.
Pelaksanaan Rehabilitasi Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan fasilitas
kesehatan dan disesuaikan dengan indikasi medis

Korban Perdagangan Orang.

Pembiayaan terhadap pelaksanaan Rehabilitasi

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat memberikan jaminan kesehatan
dalam Rehabilitasi Kesehatan Korban Perdagangan
Orang sesuai kewenangan dan kemampuan keuangan
daerah.

Jaminan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat penyangga
terhadap jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat.
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Bagian Keempat

Rehabilitasi Sosial

Pasal 27
Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf b meliputi:
a. menyediakan layanan psikososial;
b. menyediakan pendampingan psikososial; dan/atau
c. menyediakan pekerja sosial dan pendamping lainnya
yang memahami kekhususan Korban dari aspek usia,

kondisi fisik, dan kondisi psikologis.

Bagian Kelima

Pemulangan

Pasal 28

Pemulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)

huruf ¢ meliputi:

a. menerima Korban sesuai dengan berita acara serah
terima dari petugas kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial dan satuan tugas
Korban Perdagangan Orang;

b. melakukan Pemulangan Korban dari Daerah ke
kabupaten/kota asal; dan/atau

c. mengoordinasikan Pemulangan Korban dengan

pemerintah daerah asal.

Bagian Keenam

Reintegrasi Sosial

Pasal 29
(1) Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan:
a. memantau paling sedikit 3 (tiga) bulan setelah

Korban dipulangkan ke keluarganya;
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b. mengedukasi keluarga dan Masyarakat di sekitar
tempat tinggal Korban untuk menerima Korban
kembali; dan

c. menyelenggarakan program pemberdayaan bagi
Korban Perdagangan Orang sesuai karakteristiknya.

(2) Pemberdayaan bagi Korban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. penyediaan pendidikan formal dan nonformal serta
pelatihan vokasional; dan

b. penyediaan lapangan pekerjaan dan/atau akses

permodalan.

Bagian Ketujuh

Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 30
(1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e meliputi:
a. pendampingan proses penanganan hukum; dan
b. pendampingan dalam proses permohonan Restitusi.
(2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

BAB V
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 31
(1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
berdasarkan hasil pemetaan kerentanan terjadinya
Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 ayat (2).
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(2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun.

(3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat:

a. latar belakang dan kondisi Pencegahan dan
Penanganan Korban Perdagangan Orang di Daerah;

b. arah kebijakan dan strategi Pencegahan dan
Penanganan Korban Perdagangan Orang;

c. matriks; dan

d. mekanisme kerja.

(4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan
Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang memiliki tugas fungsi pendukung
perumusan kebijakan strategis bidang kesejahteraan
rakyat.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Gubernur.

BAB VI
KERJA SAMA DAN SINERGI

Pasal 32

(1) Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dalam rangka
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan
Orang.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
a. pemerintah daerah provinsi lain;
b. pemerintah kabupaten/kota;
c. lembaga pendidikan;

d. fasilitas kesehatan;

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara



-05-

e. dunia usaha dunia industri;
f. lembaga swadaya Masyarakat; dan/atau
g. pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan.
(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 33
(1) Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Pusat
dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Korban
Perdagangan Orang.
(2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

(1) Masyarakat berperan serta membantu upaya Pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

(2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan
informasi dan/atau melaporkan adanya Perdagangan
Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib,
atau turut serta dalam menangani Korban Perdagangan

Orang.
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BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 35
Pendanaan kegiatan upaya Pencegahan dan Penanganan
Korban Perdagangan Orang yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau

b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2014
tentang Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana
Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA :
(6-151/2025)

Salinan zesuai denpan aslinya
Ditandatangani gecara elelctronile olsh:
Kepala Biro Hulcumn,

Cahyo Widayat, . H., M.S1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN
PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Amanat dalam Pasal 28 I Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang
menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak
untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak
dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak kemanusiaan
bersifat kodrati, hak asasi manusia sudah ada sejak manusia itu
dilahirkan di dunia ini. Hal tersebut meletakkan peran negara dan
pemerintahan untuk melindungi setiap warga negara secara berkeadilan
dan berkeadaban.

Hak tersebut juga harus dilaksanakan sebaik mungkin agar bisa
secara maksimal Masyarakat Indonesia terbebas dari Perdagangan Orang.
Perdagangan Orang (human trafficking) dinyatakan dalam Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2007 merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan,
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang
dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan,
penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat,
sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas

orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar
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negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
Pada dasarnya, Perdagangan Orang merupakan kejahatan luar biasa
(extraordinary crime) yang perlu penanganan secara komprehensif dari hulu
sampai hilir. Kasus Perdagangan Orang melibatkan sindikat dengan
jaringan yang besar dan luas, serta cakupannya bisa lintas batas negara.
Hal tersebut disertai dengan ragam modus yang dilakukan, seperti:
pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri tanpa adanya dokumen
resmi, penempatan kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara
seksual, penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu tertentu sebagai
cara legalisasi hubungan seksual dengan kompensasi finansial,
penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan, perekrutan
Anak-anak menjadi pekerja, pengangkatan bayi tanpa proses yang benar,
serta modus lainnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan wilayah yang rentan sebagai
locus Perdagangan Orang akibat efek negatif berbagai pilihan kebijakan
yang dikerjakan. Pemerintah Daerah memilih kebudayaan, pendidikan dan
pariwisata sebagai leading sectors. Pembangunan di Daerah telah
membawa banyak manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat melalui
peningkatan infrastruktur, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi.
Kemajuan dalam bidang kebudayaan dan pendidikan telah mengokohkan
Daerah sebagai pusat pendidikan terbesar di Indonesia. Daerah tidak
hanya menjadi pusat pendidikan formal tetapi juga menjadi tempat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya di Indonesia. Kemajuan
tersebut disertai dengan semakin tingginya peluang dan potensi
Perdagangan Orang melalui pemagangan kerja. Pemagangan merupakan
program di mana individu, seperti siswa atau mahasiswa, mendapatkan
pengalaman kerja di suatu perusahaan atau institusi sebagai bagian dari
pendidikan mereka.

Kekuatan ekonomi wisata yang tinggi juga mempunyai peluang besar
bagi tumbuhnya pelaku usaha yang tersamar di balik perkembangan dan
kemajuan tersebut. Pengelolaan jasa akomodasi semakin terbuka, seperti
kost bercampur dan kost eksklusif yang tidak lagi memiliki kontrol sosial.
Persaingan hotel yang semakin tinggi juga mendorong dibukanya
kesempatan atas komersialisasi seksualitas dan prostitusi. Pertumbuhan
pusat-pusat hiburan, karaoke dan diskotik (dark tourism) juga tidak
terelakkan, sehingga menyusun performa Daerah dalam dinamika

perubahan yang semakin kapitalistik dan citra yang terus tidak bisa
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dipastikan atau bahkan memburuk. Kemudian, kemajuan pembangunan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan banyak
manfaat bagi Masyarakat, seperti akses informasi publik yang meningkat,
pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui bisnis digital
(Puspitasari, 2023), pengembangan pemuda dan komunitas yang mulai
memanfaatkan teknologi untuk menciptakan bisnis baru, seperti e-
commerce, layanan berbasis aplikasi, dan konten kreatif, transformasi e-
government, layanan kesehatan digital, serta kolaborasi dan jejaring sosial
global yang menguat. Tidak bisa dipungkiri, pelaku Perdagangan Orang
sering menggunakan platform digital untuk merekrut Korban. Kasus
Perdagangan Orang menampilkan jumlah trafficker yang kecil, namun
jumlah Korban bersifat multiplicativa. Pertumbuhan pelaku perdagangan
berkaitan dengan keterlibatan pelaku pada perusahaan agen Pekerja
Migran Indonesia dan berkaitan dengan dunia prostitusi yang melibatkan
mucikari, mami, dan majikan, serta keterlibatan pelaku usaha digital yang
mengenal praktik perdagangan seks komersial, tetapi juga tidak jarang
melibatkan pekerja seks itu sendiri. Pertumbuhan mengikuti deret hitung
yang naik konstan (steady growth), namun jumlah Korban melibatkan
warga rentan yang eksponensial (exponential growth). Hal ini menunjukkan
semakin pentingnya memahami perubahan-perubahan sosial dan ekonomi
di Masyarakat yang menyusun semakin banyaknya warga yang menjadi
Korban atau dikorbankan dalam pembangunan.

Permasalahan yang semakin hari menjadi semakin kompleks harus
dicegah sedini mungkin dan ditangani semaksimal mungkin. Peran
Pemerintah  Daerah menjadi sangat sentral di tengah-tengah
ketidakberdayaan Masyarakat melakukannya karena keterbatasan sumber
daya. Oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu memastikan kewenangan
tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang yang ada
di Daerah. Kolaborasi menjadi kunci penting dalam Pencegahan dan

Penanganan Korban Perdagangan Orang.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
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Pasal 2

Huruf a
Yang dimaksud dengan “asas pelindungan, penghormatan,
dan penegakan hak asasi manusia” adalah Pencegahan dan
Penanganan Korban Perdagangan Orang diselenggarakan
sebagai upaya mempertahankan hak-hak yang melekat
pada manusia.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “asas kolaboratif” adalah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan dengan kolaborasi antara berbagai
pemangku kepentingan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan dengan melibatkan Masyarakat.

Hurufd
Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan dengan memberikan jaminan keamanan
bagi Korban.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan untuk memberikan keadilan berupa
kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “asas inklusif” adalah Pencegahan
dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan dengan memperhatikan kekhususan yang
dimiliki Korban.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah
Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang
diselenggarakan dengan tidak melakukan pembedaan atas

dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama, dan antar
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golongan yang bersifat merugikan kepentingan Korban.
Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan demi terwujudnya ketertiban

dalam Masyarakat.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberdayaan Masyarakat” adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia setiap anggota
Masyarakat di Daerah dalam rangka mencegah terjadinya
Perdagangan Orang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
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Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait sesuai
tugas dan fungsinya” antara lain adalah Perangkat Daerah
yang membidangi sosial, koperasi, usaha kecil dan
menengah, ketenagakerjaan, pariwisata, perdagangan,
kelautan, pertanian dan pemberdayaan perempuan,

perlindungan Anak dan pengendalian penduduk.

Pasal 10
Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah
keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,
meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi
kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja
pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu
sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau
pekerjaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “informasi pasar kerja” adalah
gabungan, rangkaian, dan analisis data yang
berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan
dokumen yang mempunyai arti, nilai, dan makna
tertentu mengenai ketenagakerjaan.

Huruf c

Cukup jelas.
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Huruf d
Termasuk di dalamnya usaha-usaha perekurutan
penempatan awak kapal (manning agency).
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pekerja non formal adalah pekerja
yang bekerja pada sektor non formal misalnya pekerja rumah
tangga, pedagang kaki lima, pengemudi jasa transportasi

online, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait” adalah
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  urusan
pemerintahan di bidang, antara lain ketenagakerjaan dan

perdagangan.

Yang dimaksud dengan “pemagangan di luar negeri” adalah
bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan di luar

negeri.
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Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah terkait sesuai
tugas dan fungsinya” adalah Perangkat Daerah yang
membidangi kesehatan, agama, ketenteraman, ketertiban
umum, dan  perlindungan  Masyarakat, pendidikan,
kependudukan dan catatan sipil.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “organisasi profesi” di bidang

kebidanan yaitu lkatan Bidan Indonesia.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
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Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah tempat tinggal
sementara yang disediakan untuk Korban Perdagangan Orang
yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dari
kekerasan, ancaman, dan sejenisnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “asesmen Korban” adalah
pengamatan dan upaya menggali informasi dari orang yang
diduga Korban Perdagangan Orang, dalam kerangka
pemberian hak atas informasi dan komunikasi bagi Korban,
untuk mendapatkan bukti/data tentang proses, cara, dan
tujuan, untuk menentukan apakah seseorang adalah benar
Korban Perdagangan Orang atau bukan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
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Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bantuan hukum” adalah tindakan
yang terkait dengan Penanganan dan perlindungan Korban
Perdagangan Orang di bidang hukum, mulai dari tingkat
pemeriksaan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, proses
sidang di pengadilan hingga pemberian Restitusi, yang
diberikan dalam kerangka pemenuhan hak asasi Korban
dan dilakukan secara terintegrasi dengan pelayanan lainnya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Yang dimaksud dengan “turut serta dalam menangani

Korban Perdagangan Orang” antara lain:

a. membantu Pemerintah Daerah melakukan penyuluhan
tentang Perdagangan Orang di berbagai sektor;
b. memfasilitasi penggunaan bangunan miliknya sebagai
rumah aman, Rumah Perlindungan Sosial, dan/atau
Pusat Trauma;
c. menjadi pendamping dalam proses Rehabilitasi Sosial,
Pemulangan, dan  Reintegrasi  Sosial = Korban
Perdagangan Orang; dan/atau
d. menyediakan lapangan pekerjaan dan/atau pelatihan
vokasional bagi Korban Perdagangan Orang.
Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “sumber lain” antara lain dana
tanggung jawab sosial lingkungan dan perusahaan.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
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